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ABSTRAK 
 
Uyung Fitri Andini, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, Februari 2014, Hak Perawatan Pegawai Nageri Sipil 
(Implementasi Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Studi di PT 
Askes (Persero) Malang Dan Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang), Dr. 
Shinta Hadiyantina, S.H.,M.H., Tunggul Anshari, S.H.,M.Hum. 
Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai hak perawatan bagi 
Pegawai Nageri Sipil yang diberikan oleh PT Askes (Persero) Malang dan Rumah 
Sakit Umum Saiful Anwar Malang. Penulis memfokuskan pada masalah dalam 
mengimplementasikan pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 serta 
hambatan dan solusinya. Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode yuridis 
sosiologis yaitu mengkaji dan membahas permasalahan yang diperoleh sesuai 
dengan fakta yang ada dilokasi, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-
undangan khususnya pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 43 Tahun 1999. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas 
permasalahan yang ada bahwa PT Askes (Persero) Malang dan RSU Saiful Anwar 
Malang sudah melaksanakan dan memberikan hak kesehatan kepada peserta 
Askes (PNS) sesuai dengan ketentuan dan hak peserta berdasarkan peraturan di 
Askes. Berlakunya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), menjadi 
hambatan karena peraturan yang tidak jelas dan kerumitan alur pelayanan 
kesehatan. Dengan demikian pelayanan di puskesmas ditingkatkan secara optimal 
agar BPJS sesuai dengan harapan pemerintah. 
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ABSTRACT 
 
Uyung Fitri Andini, Administrative Law, Faculty of Law, University of 
Brawijaya, February 2014, The health care rights of civil servants 
(Implementation of Article 9 Paragraph (1) ACT No.43 Year 1999 Study on PT 
Askes (Persero) Malang And Saiful Anwar General Hospital), Dr. Shinta 
Hadiyantina, S.H.,M.H., Tunggul Ansari, S.H.,M.Hum. 
In this paper the author discusses about the health care rights of Civil 
Servants Nageri given by PT Askes (Persero) Malang and Saiful Anwar General 
Hospital. The author focuses on the problems in the implementation of article 9, 
paragraph (1) ACT No. 43 Year 1999 as the barriers and solutions. In this study 
the authors use sociological methods of judicial review and discuss issues that are 
obtained in accordance with the fact that there is the location, and then 
associated with the legislation in particular Article 9 paragraph (1) ACTNo. 43 
Year 1999. 
Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing 
problems that PT Askes (Persero) Malang and Saiful Anwar General Hospital has 
implemented health and entitles participants Askes (the civil servents) in 
accordance with the provisions and rights of participants under the rules in 
Askes. Applicability of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), a barrier 
because regulations are not clear and groove complexity of health health services. 
Thus improved services in health centers in order to optimally BPJS government 
in line with expectations. 
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A. LATAR BELAKANG 
Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 menyebutkan 
bahwa: “Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan 
dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh 
perawatan”. Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selalu ada kemungkinan 
menghadapi resiko yang akan terjadi dalam bekerja baik secara langsung 
maupun tidak langsung bagi Pegawai Negeri. Pegawai Negeri Sipil yang 
mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas 
berhak memperoleh pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi. 
Pemberian pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) merupakan perawatan yang layak dan 
segala biaya perawatan tersebut ditanggung oleh Negara.  
Pemerintah Indonesia menunjuk PT. ASKES (Persero) sebagai 
progam jaminan pemeliharaan kesehatan bagi PNS, penerima pensiun, 
beserta keluarganya. Maka progam jaminan pemeliharaan kesehatan PT. 
ASKES (Persero) dilaksanakan secara komprehensif menyangkut empat 
aspek pelayanan kesehatan, yaitu promotif (peningkatan kesehatan), 
preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit), dan  
rehabilitatif  (pemulihan kesehatan).  
Sementara itu per tanggal 1 Januari 2014 PT Askes (Persero) 
berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dengan 
disahkan dan diundangkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), pada tanggal 25 November 
2011, maka PT Askes (Persero) dan PT (Persero) Jamsostek ditranformasi 
menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi 
tersebut meliputi perubahan sifat, organ dan prinsip pengelolaan, atau 
dengan kata lain berkaitan dengan perubahan stuktur dan budaya 
organisasi. UU BPJS menentukan bahwa PT Askes (Persero) dinyatakan 
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bubar tanpa likuidasi pada saat mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada 
tanggal 1 Januari 2014. 
Pelayanan kesehatan juga mengacu pelayanan yang dilaksanakan 
berjenjang dengan mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada setiap 
jenjang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bentuk pelayanan 
ini dikenal sebagai sistem rujukan yang menetapkan prosedur rujukan 
sebagai ketentuan yang harus diikuti semua peserta.
1
 Namun pada 
prakteknya masih terdapat permasalahan yang dialami PNS sebagai 
peserta askes. 
Beberapa peserta askes (Pegawai Negeri Sipil) yang lebih memilih 
berobat sendiri dari pada menggunakan kartu askes apabila sedang sakit, 
kebanyakan mereka merasa lebih efesien dan terjamin kesehatannya jika 
berobat sendiri. Jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
diberikan PT Askes (persero) hanya sebatas atau menurut 
tingkatan/golongan/pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam memperoleh hak 
perawatan, jadi tidak semua obat-obatan dapat ditebus mengggunakan 
askes. Beberapa peserta askes yang merasa kalau biaya kesehatan yang 
diberikan Askes, khususnya ketika harus dirawat di rumah sakit, jauh dari 
mencukupi. Selain masalah pembiayaan, masih terdapat masalah lain, di 
antaranya peresepan obat yang diberikan oleh dokter kadang tidak tersedia 
di apotek, pemberian obat terkadang tidak termasuk dalam Daftar dan 
Plafon Harga Obat (DPHO) Askes sehingga peserta harus menyediakan 
sejumlah dana untuk membeli, adanya kesenjangan pelayanan pasien 
askes dengan pasien umum, serta proses administrasi yang sangat rumit 
dan lama. Namun pada prakteknya masih terdapat permasalahan yang 
dialami PNS sebagai peserta askes.
2
 
                                                          
1
 Laporan Tahunan PT. Askes tahun 2010. Jakarta, 2010 
2
 Freddy Harris, Nasabah dalam Asuransi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 
21. 
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Asuransi kesehatan memberikan jaminan terhadap kerugian yang 
timbul dari hilangnya atau menurunnya kesehatan seseorang. Hilang atau 
berkurangnya kesehatan seseorang, sebenarnya memiliki dampak risiko 
yang lebih besar. Sakitnya seseorang, tidak hanya dapat menyebabkan 
berkurangnya pendapatan secara tajam karena kemampuannya berkurang, 
namun juga dapat menimbulkan kerugian lain berupa diperlukannya dana 
tambahan guna pengobatan dan perawatan selama yang bersangkutan 
sakit. Apabila berkurangnya kemampuan untuk memperoleh pendapatan 
itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka kerugian yang 
dialami seseorang akan semakin bertambah besar.
3
 
B. Rumusan masalah 
1. Bagaimanakah hak perwatan Pegawai Negeri Sipil (implementasi 
pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 di PT Askes 
(Persero) Malang dan Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang)? 
2. Apa hambatan yang dihadapi PT Askes (Persero) Malang dan Rumah 
Sakit Umum Saiful Anwar Malang dalam mengimplementasikan pasal 
9 ayat (1) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 dan bagaimana 
solusinya? 
C. Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris merupakan suatu 
penelitian yang dilakukan pada masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk 
menemukan fakta (fact finding), kemudian diteruskan dengan menemukan 
masalah (problem finding), kemudian menuju pada identifikasi masalah (problem 
identification), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (problem 
solution).
4
 Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dan membahas permasalahan 
yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada dilokasi, kemudian dikaitkan dengan 
peraturan perundang-undangan khususnya pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 43 
Tahun 1999. Lokasi penelitian ini di PT Askes (Persero) Malang dan Rumah Sakit 
                                                          
3
 Agus Prawoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, BPFE, 
Yogyakarta, 1995, hlm 79. 
4
 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 10. 
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Umum Syaiful Anwar Malang, lokasi ini dipilih dengan dasar untuk lebih 
meningkatkan kualitas penelitian dengan terjun langsung di lapangan untuk 
mengetahui kondisi yang terjadi. Dengan pertimbangan bahwa PT Askes 
(Persero) Malang dan Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang adalah tempat 
yang tepat untuk mengadakan penelitian terkait dengan implementasi pasal 9 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
sekunder. Perolehan data primer tersebut penulis menggunakan cara yaitu 
wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil, pihak PT Askes (Persero) Malang dan 
pihak Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang yang berwenang. Sedangkan 
data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup undang-undang 
yang terkait dengan penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil 
penelitian yang berwujud laporan. Penulis menggunakan metode Deskriptif 
analisis, bertujuan untuk menggambarkan hasil pengamatan dari persoalan– 
persoalan mengenai hak perawatan bagi PNS di Malang berdasarkan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 yang selanjutnya dideskripsikan mengenai 
hambatan–hambatan yang dihadapi PT Askes (Persero) Malang selaku pelaksana 
serta solusi pemberi jaminan kesehatan bagi PNS dan Pensiunan. 
D. Pembahasan 
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Profil Singkat PT. Askes (Persero) Malang 
PT. Askes (Persero) Divisi Regional VII Jawa Timur Cabang 
Malang berada di jalan Tumenggung Suryo No. 44 Malang yang 
merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh 
pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan 
bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, 
Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha 
lainnya. Wilayah kerja dari PT. Askes (Persero) Divisi Regional VII 
Jawa Timur Cabang Malang ini meliputi daerah Malang yang terbagi 
menjadi 3 bagian yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan yang 
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terakhir adalah Kota Batu yang dulu merupakan bagian dari Kabupaten 
Malang. PT Askes (Persero) Malang yang mempunyai maksud dan 
tujuan serta kegiatan yang sama dengan seluruh divisi regional dan 
cabang lain PT Askes seluruh Indonesia. 
a. Aspek Kegiatan PT. Askes (Persero) Malang 
Sebagai sebuah entitas usaha, tujuan dan lingkup usaha 
utama PT Askes (Persero) Malang dapat diuraikan sebagaimana 
berikut :  
1. Menyelenggarakan asuransi kesehatan yang menyeluruh 
(komprehensif) terutama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
penerima pensiun, veteran, serta perintis kemerdekaan dan 
keluarganya;  
2. Menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi pegawai dan 
penerima pensiun badan usaha dan badan lainnya;  
3. Menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi 
masyarakat yang telah membayar iuran atau iuran dibayar 
pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan 
Sistem Jaminan Sosial Nasional; 
4. Melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Selain kegiatan tersebut, PT 
Askes (Persero) juga melakukan kegiatan usaha lain dalam 
rangka optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki 
perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundangundangan guna menghasilkan nilai tambah terhadap 
manfaat jasa yang diberikan kepada peserta asuransi dan 
meningkatkan daya saing PT Askes (Persero). Penyelenggaraan 
pemeliharaan kesehatan dilakukan PT Askes (Persero) melalui 
beberapa program, yaitu:  
1) Askes Sosial (Asuransi Kesehatan Sosial) 
2) Askes Komersil (Asuransi Kesehatan Komersil)  
3) Askes JKM (Jaminan Kesehatan Masyarakat) 
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4) Askes PJKMU (Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 
Umum) 
5) Askes JAMKESMEN (Jaminan Kesehatan Menteri). 
b. Tujuan PT Askes (Persero)  
Turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program 
Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada 
umumnya, khususnya di bidang asuransi sosial melalui 
penyelenggaraan asuransi/jaminan kesehatan bagi pegawai negeri 
sipil, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta 
keluarganya, dan masyarakat lainnya, serta optimalisasi pemanfaatan 
sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi 
dan berdaya saing kuat, guna meningkatkan nilai manfaat bagi peserta 
dan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan 
Terbatas. 
c. Visi dan Misi PT Askes (Persero) 
Visi 
Menjadi spesialis dan pusat unggulan Asuransi Kesehatan di 
Indonesia. 
Misi 
a. Memberikan kepastian jaminan pemeliharaan kesehatan kepada 
peserta (masyarakat Indonesia) melalui sistem pengelolaan yang 
efektif dan efisien; 
b. Mengoptimalkan pengelolaan dana dan pengembangan sistem 
untuk memberikan pelayanan prima secara berkelanjutan kepada 
peserta; 
c. Mengembangkan pegawai untuk mencapai kinerja optimal dan 
menjadi salah satu keunggulan bersaing utama perusahaan; 
d. Membangun kordinasi dan kemitraan yang erat dengan seluruh 
stakeholder untuk bersama menciptakan pelayanan kesehatan 
yang berkualitas. 
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2. Profil Singkat RSSA Malang 
Rumah Sakit RSUD Dr. Saiful Anwar ( RSSA ) adalah rumah sakit 
milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. RSSA terletak di kota Malang 
Jawa Timur tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 2 Malang. 
RSSA telah diakreditasi sebagai rumah sakit kelas 'A' di kota Malang, 
sehingga kerap dijadikan rumah sakit rujukan bagi rumah sakit lain di 
Jawa Timur.  
2.1 visi, misi dan moto 
Visi: Menjadi Rumah Sakit Kelas Dunia Pilihan Masyarakat. 
Misi: a. Menciptakan tata kelola rumah sakit yang baik melalui panataan 
dan perbaikan manajemen yang berkuallitas dunia, profesional 
serta akuntabel; 
b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rumah sakit yang dapat 
memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui 
pengembangan sistem pelayanan yang terintegrasi dan 
komprehensif; 
c. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan penelitian kesehatan 
melalui pengembangan mutu pendidikan dan penelitian berkualitas 
internasional;  
d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemenuhan 
tenaga yang terlatih dan terdidik secara profesional.  
Motto: Kepuasan dan Keselamatan Pasien adalah Tujuan Kami. 
2.2. Komitmen Pelayanan 
Kami sanggup memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan 
publik untuk mewujudkan kepuasan & keselamatan pelanggan. 
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2. Pembahasan 
1. Implementasi pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 
di PT Askes (Persero) Malang dan Rumah Sakit Umum Saiful 
Anwar Malang. 
PT. Askes (Persero)  telah memberikan pelayanan kesehatan bagi 
PNS sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Askes (Persero) Malang  
melaksanakan dan menunjang   kesehatan nasional, serta 
pembangunan dibidang asuransi khususnya asuransi kesehatan bagi 
PNS, PP, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan 
peserta lainnya serta menjalankan jaminan pemeliharaan kesehatan 
dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk 
mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Askes (Persero) 
Malang dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan menyelenggarakan 
jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan undang-undang yang 
berlaku. 
Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Malang 
mendapat jaminan kesehatan yang berupa asuransi kesehatan dari 
Pemerintah melalui PT Askes (Persero) Malang dalam memperoleh 
hak perawatannya yang ketentuan dan haknya berdasarkan aturan 
pada PT Askes (Persero) Malang. Begitupun di Rumah Sakit Umum 
Saiful Anwar Malang sudah memberikan pelayanan kesehatan kepada 
PNS sesuai dengan aturan dari PT Askes (Persero) Malang. 
Sementara itu per tanggal 1 Januari 2014 PT Askes (Persero) 
berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan 
serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah adalah 
sebesar Rp 19.225. Adapun Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta 
Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas PNS, Anggota TNI, Anggota 
Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 
sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 3% 
dibayar oleh pemberi kerja, dan 2% dibayar oleh peserta. Adapun 
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Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah selain 
di atas yang dibayarkan mulai 1 Januari 2014 30 Juni 2015 adalah 4% 
dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 4% dibayar oleh 
pemberi kerja dan 0,5% dibayar oleh peserta. 
Namun, mulai 1 Juli 2015, pembayaran iuran 5% dari Gaji 
atau Upah per bulan itu menjadi 4%dibayar oleh pemberi kerja, dan 
1% oleh peserta. "Iuran sebagaimana dimaksud dibayarkan secara 
langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan”, bunyi Pasal 
16C Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 itu dalam 
situs resmi Setkab. Adapun Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta 
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja terdiri atas 
Rp 25.500 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di Kelas III, 
Rp 42.5000 untuk ruang perawatan Kelas II dan Rp 59.500 untuk 
ruang perawatan Kelas I. Pembayaran Iuran dilakukan paling lambat 
tanggal 10 setiap bulan, dan apabila ada keterlambatan dikenakan 
denda administratif sebesar 2% dari total iuran yang tertunggak paling 
banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Besaran Iuran Jaminan Kesehatan 
ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali yang ditetapkan dengan 
Peraturan Presiden.
5
 
2. Hambatan yang dihadapi PT Askes (Persero) Malang dan Rumah 
Sakit Umum Saiful Anwar Malang dalam mengimplementasikan 
pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 dan Solusinya 
Salah satu yang menjadi kendala yang dihadapi pada pelaksanaan 
Askes di Malang adalah mengenai sarana dan prasarana. Setiap aturan 
yang dibuat oleh pemerintah pasti terkadang tidak sesuai dengan apa 
yang ada didalam prakteknya. Kenyataannya adalah bahwa adanya 
ketidakseimbangan antara kenyataan yang didalam praktek berbeda 
dengan kenyataan yang ada dalam aturannya. Baik intern maupun 
                                                          
5
 Sri Wiyanti, Resmi beroperasi, ini besaran iuran BPJS Kesehatan (online), 
http://www.merdeka.com/uang/resmi-beroperasi-ini-besaran-iuran-bpjs-kesehatan.html, (1 Januari 
2014).,2014. 
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ekstern yang terdapat di PT. Askes (Persero) Malang dan Rumah Sakit 
Umum Saiful Anwar Malang.  
 
1) Hambatan Intern  
PT. Askes (Persero) Malang hanya bisa memberi pelayanan 
kesehatan kepada PNS sesuai dengan aturan PT. Askes (Persero) 
Malang yang berlaku, sehingga tidak dapat memenuhi keinginan 
PNS yang melebihi haknya untuk mendapatkan perawatan yang 
lebih dari ketentuan. Sama seperti yang terjadi di berbagai daerah di 
Indonesia termasuk di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang pelayanan 
kesehatan untuk masyarakat pengguna kartu Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) tidak semulus seperti yang direncanakan. Ada 
berbagai banyak hal yang menyebabkan berlakunya BPJS tidak 
sesuai dengan yang diharapkan Menteri Kesehatan Indonesia. Mulai 
dari aturan atau peraturan yang mengenai BPJS tidak ada kejelasan 
(peraturannya masih abu-abu) karena penggabungan dari berbagai 
program kesehatan tidak sesuai dengan yang lama berlaku.
6
  
Hal ini yang menyebabkan petugas Rumah Sakit Saiful Anwar 
Malang menjadi bingung dan tidak paham dengan rencana 
pemerintah tersebut, misal pada petugas bagian farmasi yang 
menjadi bimbang dalam memberikan obat pada pasien secara penuh. 
Dalam hal ini petugas bagian farmasi Rumah Sakit Saiful Anwar 
Malang berpendapat bahwa pemberian obat secara penuh pada 
pasien BPJS akan merugikan pasien BPJS lainnya karena jatah obat 
yang diberikan pemerintah kepada Rumah Sakit Saiful Anwar 
Malang tetap sama dengan yang dahulu (sebelum belakunya BPJS), 
sementara itu pasien yang mendaftar sebagai peserta BPJS semakin 
bertambah banyak bahkan sampai 3-4 kali lipat dari hari-hari 
sebelum berlakunya BPJS. 
2)  Hambatan Ekstern  
                                                          
6
 Hasil wawancara petugas Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. 
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Hambatan yang terjadi diluar Rumah Sakit Syaiful Anwar 
Malang dan yang mengakibatkan tidak semua Warga Negara 
Indonesia mendapatkan haknya dari Pemerintah, tidak adanya 
pembaharuan terhadap data kepesertaan ASKES. Dokumentasi dan 
pembaharuan data peserta ASKES tidak dilakukan oleh PT. Askes 
(Persero). Pembaharuan data dilakukan oleh Pihak Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang setelah itu data-data 
sensus di serahkan kepada Pihak Rumah Sakit. Pihak Rumah Sakit 
hanyalah Penerima dari data-data yang di berikan oleh BPJS.  
 
1) Upaya Mengatasi Hambatan Intern  
Segala macam pendapat yang diberikan oleh peserta ASKES 
maupun pihak rumah sakit sebagai pemberi dan pelaksana program 
ASKES ini adalah bahwa sebaiknya pihak yang sebenarnya mampu 
untuk membayar biaya pengobatan maupun pelayanan untuk 
kesehatan mereka sendiri harus benar-benar tidak mendapatkan 
tunjangan dari pemerintah sehingga pihak luar yang benar-benar 
membutuhkan tunjangan dari pemerintah dan tidak terdaftar oleh 
Badan Penyelengggara Jaminan Sosial bisa mendapatkan haknya 
sebagai warga negara yang dilindungi dalam segala hal terutama 
dalam pemeliharaan dan perlindungan juga pemanfaatan dasar 
kesehatan tersebut. Selain itu, harus diberlakukannya tanggung 
jawab hukum dan etik pelayanan kesehatan baik tanggung jawab 
perdata, pidana maupun administrasi. 
Dengan meningkatkan pelayanan puskesmas yang baik, yang 
utama dan menjadi prioritas di puskesmas karena sebagai ujung 
tombak program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peran 
puskesmas sangat krusial. Itu pula mengapa puskesmas harus 
direvitalisasi (proses, cara, dan atau perbuatan untuk menghidupkan 
atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan di puskesmas). 
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Layanan primer harus ditingkatkan kompetensinya, seperti adanya 
dokter spesialis yang lengkap pada pelayanan primer. 
Bila reformasi pembiayaan kesehatan dan reformasi pelayanan 
kesehatan berjalan dengan baik maka akan sangat banyak dokter 
umum, dokter gigi, dokter spesialis dibutuhkan untuk mengisi 
puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit yang didirikan. 
Institusi pendidikan SDM bidang kesehatan (dokter,dokter gigi, 
bidan, perawat) harus menjadi bagian dari reformasi sektor 
kesehatan. Dalam peningkatan kebutuhan SDM kesehatan, maka 
Fakultas kedokteran harus mempercepat dan memperbanyak 
produksi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis maupun 
konsultan. Namun kualitas harus tetap terjaga, sesuai dengan 
kompetensinya. Peran dokter secara individual adalah meningkatkan 
kompetensinya sesuai kebutuhan stake holder (sistim pelayanan 
kesehatan). 
2) Upaya mengatasi Hambatan Ekstern  
Berkaitan dengan dokumentasi dan pembaharuan data maka 
berdasarkan dari dokumentasi dan pembaharuan yang dilakukan oleh 
pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada para 
Peserta ASKES, pihak Rumah Sakit Saiful Anwar Malang hanya 
dapat mengupayakan untuk bisa mencover semua masyarakat kurang 
mampu yang tidak terdaftar dan tidak terdata ke dalam catatan 
sensus dari Biro Pusat statistik. Karena, dengan tidak adanya 
pembaharuan tersebut akan mengakibatkan masyarakat kurang 
mampu tidak menerima haknya dengan baik dan merasa bahwa 
mereka bukan termasuk warga negara yang tidak dilindungi sesuai 
dengan Pasal 34 ayat 3 UUD 1945.
7
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E. Penutup 
a. Kesimpulan 
1. PT Askes (Persero) Malang melaksanakan sesuai ketentuan dan hak 
peserta berdasarkan aturan pada PT Askes (Persero) Malang dengan 
maksud dan tujuan dalam melaksanakan dan menunjang 
kesehatan  nasional, serta pembangunan dibidang asuransi 
khususnya asuransi kesehatan. Maksud dan tujuan tersebut di atas, 
PT Askes (Persero) Malang dapat melaksanakan kegiatan 
mengurangi risiko perorangan ke risiko sekelompok orang dengan 
cara perangkuman risiko (risk poling). 
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi 
hambatan, dari tidak ada kejelasan aturan BPJS (peraturannya masih 
abu-abu) karena penggabungan dari berbagai program kesehatan 
tidak sesuai dengan yang lama berlaku. Dan kedua kerumitan alur 
pelayanan kesehatan yang mayoritas seluruh peserta BPJS kurang 
mengetahui. Maka dengan meningkatkan pelayanan di puskesmas 
secara optimal dengan prioritas utama adalah petugas kesehatan 
yang lengkap (misal: dokter, dokter spesialis, perawat, bidan dan 
petugas lainnya), sarana dan obat-obatan yang lengkap. 
 
b. Saran 
1. PT Askes (Persero) Malang melaui manajemen PT Askes (Persero) 
Malang harus lebih memaksimalkan sosialisasi kepada para 
anggota peserta Askes mengenai informasi pelayanan maupun 
administrasi yang diperlukan dengan memberikan pelayanan lebih 
bertanggung jawab, disiplin dan maksimal serta ramah kepada 
setiap peserta Askes. 
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak RSUD Saiful Anwar 
Malang, mengenai sarana dan prasarana baik ruangan pelayanan, 
maupun sarana lainnya, dimana PT Askes perlu memperhatikan 
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kondisi penunjang pelayanan dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada peserta/anggota Askes. 
3. Bagi pemerintah yang memberikan aturan baru untuk jaminan 
kesehatan, sebaiknya menyediakan sarana dan prasarana yang 
optimal terlebih dahulu sebelum peraturan tersebut berlaku. Agar 
apa yang akan dicapai dalam pemberlakuan BPJS dapat berjalan 
lancar sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. 
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